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LATAR BELAKANG

* Pengalaman sejak tahun 2012 sebagai tenaga ahli penyusun anjab abk di daerah
daerah secara manual, memakan waktu 6 bulan 1 SKPD persatu Formulir peraturan.

* Adanya 3 Peraturan (Permenpanrb, Permendagri, Perka BKN) yang memwajibkan
melaksanakan Anjab Abk, sehingga pekerjaan penyusunan dilakukan berulang
sebanyak 3 kali.

* UU 23 Tahun 2014 dan PP 18 Tahun 2016 , sehingga pada tahun 2017 lalu Pemerintah
Daerah diharuskan melakukan Reorganisasi.



Aturan Dasar Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja

berdasarkan prioritas kebutuhan

kebutuhan

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18
TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT
DAERAH
Pasal 96

1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud
dlama pasal 94 dan pasal 95, pada
perangkat daerah terdapat jabatan
pelaksana dan jabatan fungsional

Jumlah dan jenis jabatan pelaksanaan dan
jabatan fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditentukan berdasarkan
ANALISIS JABATAN DAN BEBAN KERJA
dari setiap fungsi penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah

UNDANG - UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA

Kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Menteri

Pasal 56

Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
Penyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun

Berdasarkan penyusunan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menetapkan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS secara nasional

Pasal 94

Jenis jabatan yang dapat diisi oleh PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) diatur dengan Peraturan Presiden
Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK berdasarkan ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
Penyusunan kebutuhan jumlah PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL
Pasal 5

Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS BERDASARKAN ANALISIS
JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu
5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan
Penyusunan kebutuhan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendukung pencapaian tujuan Instansi
pemerintah
Penyusunan kebutuhan PNS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan
rencana strategis Instansi Pemerintah
Dalam rangka penyusunan kebutuhan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempertimbangkan
dinamika/perkembangan organisasi Kementrian/ Lembaga

Pasal 6
ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan oleh
Instansi Pemerintah mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Menteri
Ketentua lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri
Pasal 8

Rincian kebutuhan PNS setiap tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) disusun berdasarkan :

Hasil ANALISIS JABATAN DAN HASIL ANALISIS BEBAN KERJA

Peta jabatan di masing — masing unit organisasi yang menggambarkan ketersediaan dan jumlah kebutuhan PNS untuk
setiap jenjang Jabatan

Memberhatilan kondisi aeodarafis daerah inmmlah nendudulr dan rasio alolkasi anaadatan belania neaawai



LATAR BELAKANG APLIKASI E- APARATUR

Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara

Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah

Perka BKN No. 12 Tahun 2011 tentang Pedoman . Perka BKN No. 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Analisis Jabatan . Permenpanrb Nomor 34 Tahun 2011 Penyusunan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil

Permenpanrb No.33 Tahun 2011 tentang Pedoman tentang Pedoman Evaluasi Jabatan . Permendagri No. 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis
Analisis Jabatan . Perka BKN Nomor 21 Tahun 2011 beban Kerja Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan
Permendagri No. 35 Tahun 2012 tentang Analisis Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Pemerintah Daerah

Jabatan Di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri . Permenpanrb No. 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan
Dan Pemerintah Daerah Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Untuk Daerah

ANALISIS JABATAN Evaluasi Jabatan ANALISIS BEBAN KERJA

APLIKASI E- APARATUR/SIKAP



Pasal 1 Permendagri Nomor 35 Tahun 2012
adalah proses, metode dan teknik untuk
mendapatkan data jabatan yang di olah
menjadi informasi jabatan

Pasal 1 Permenpanrb dan RB Nomor 33
Tahun 2011 adalah proses dan tata cara untuk
memperoleh data jabatan yang diolah menjadi
jabatan dan disajikan untuk kepentingan
program kelembagaan, ketatalaksanaan,
kepegawaian dan pengawasan

Menurut Peraturan BKN Nomor 12 Tahun
2011 adalah proses pengumpulan, pencatatan,
pengolahan dan penyusunan data jabatan
menjadi informasi jabatan

Spesifikasi :
1. Website (Online)
2. Offline menggunakan Format Excel
3. Mencakup 3 peraturan, yaitu dari :
a. Permendagri
b. BKN
c. Permenpanrb

Permendagri Nomor 12 Tahun 2008
adalah suatu teknik manajemen yang
dilakukan secara sistematis untuk
memperoleh informasi mengenai tingkat
efektivitas dan efisiensi kerja organisasi
berdasarkan volume kerja

Menurut BKN adalah suatu teknik untuk
menentukan jumlah dan jenis pekerjaan
suatu unit organisasi yang dilakukan secara
sistematis menggunakan teknik analisis
jabatan dengan memperhatikan, atau teknik
manajemen lainnya

Menurut Permenpanrb No 26 Tahun 2011
adalah sejumlah target pekerjaan atau
target hasil yang harus dicapai dalam satu
waktu tertentu

Menurut Perka BKN Nomor 21 Tahun 2011 &
Permenpanrb Nomor 34 Tahun 2011 adalah
Evaluasi Jabatan merupakan bagian dari proses
manajemen sumber daya manusia yang
digunakan untuk membobot suatu jabatan untuk
menghasilkan nilai jabatan (job value) dan kelas
jabatan (job class). Nilai dan kelas suatu jabatan
digunakan untuk menentukan besaran gaji yang
adil dan layak selaras dengan beban pekerjaan
dan tanggungjawab jabatan tersebut.




ANJAB
PERMENDAGRI NO 35 TAHUN 2012 PERMENPANRB NO 33 TAHUN 2011 PERKA BKN NO 12 TAHUN 2011
1. Idasntitas pemangky jabatan = 1. Identitas Jabatan ¢ 1. NAMA JABATAN

. Kod= jabatan ‘ "a. Nama jabatan

b. Nama jabatan b. Unit kerja 2. KODE JABATAN
. Unit kerja _
2. Ringkasan tuzas jabatan B
3. Iikhtisar jabatan (fungsi tujuan pokok jabatan’ _—_-""----, 4. KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR ORGANISASI
. Rincian tuzas jabatan
4. Rincian tvzas 5. IKHTISAR JABATAN
. Weawsenang a. Tuvzas pokok
== e | 1) Uraian » 6. URAIAN TUGAS
. Tanggung jawab 2) Kewenangan
» 7. BAHAN KERJA

. Hasil kerja

. 8. PERANGKAT/ AT AT KERJA

. Bahan kerja

S. HASIT KERJA
. Perangkat kerja

5. Hubungan kerja A — e
» 3. Dengan Jabatan lebih tingzi » IOSTANGG(INGJAWAB
. Hubungan jabatan b. Dengan jabatan sstara
¢. Dengan jabatan lebih rendah 11. WEWENANG
10. Keadaan tempat kerja i - |
(R Tanvonna sawah iahaban: | 17 KORET AST TARATAN



- 2

2
=.

3.

Form i Pengumpulan Data Beban Kerna

Namas Jzbatan
UntOrganisas

Satuan Kens

4. Nomor

S.

5.

B.

=

Rincian Tugas/Kegiaan

Satuan

. Jumiah volume Kerna

Norma Waktu

Peraiatan

10. KeterangZan

N

n A W

A

Form 2 Inventansasi Jumiah Pemangku Jabatan

- Nomor

. Namaza Jabatan

ABK

erka BKN

Form 1 DAFTARSUSUNAN JABATAN
i. Unit Kena
2. Nomor
3. Nama fabatan
4. Ikhtizar Jabatan
5. Syaratiabatan
3. Pendidikan
b. dikiat
C. Penga'aman
d. K=ahizan

e. Keterampian

Form 2 DAFTAR PEGAWAI MENURUT JABATAN

1. Nomor

2. Nama Jabatan

3. Data Pegawal

3. Nama

b. Tahun Penzangkatan
. Pensiun

d. Pendidikan

n

. Diklat
f. Pengsiaman Jabatan
2. Keahlian

h. Keterampilan

Kemenpan

Form 1 Daftar Jabatan
1. Nomor
2. Nama Jabatan
3. Ikhitas Tugas
4. Syaratiabatan
a. Pendidikan
b. Pelathhan
c. Pengalaman
d. Keahfian

. Keterampian

Form 2 DAFTAR PEGAWAI MENURUT JABATAN

1. I1abatan
. NOomor

Namasa

N O W

. Pegawai

- Nama

[

. Diangkat

. Pensziun

N

. Kuzifikas

W

2. Pencdidikan
b. Pelatihan

c. Pengalaman



Pemetaan Evaluasi Jabatan

Anjab ABK Evjab

1. Identitas Jabatan Form 1 Daftar Jabatan Faktor 1 : Ruang Lingkup dan Dampak Program

I
1. Nomor ———»|Faktor 2 : Pengaturan Organisasi
I
2. Nama Jabatan iFaktor 3 : Wewenang Penveliaan dan Manajerial

. |
3. Ikhtisar Tugas L:Faktor 4 : Hubungan Personal

- 4.SyaratJabatan |a Sifat Hubungan

!
ib. Unit kerja a. Pendidikan :b. Tujuan Hubungan
b. Pelatihan :Faktor 5 : Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan

c. Pengalaman :Faktor 6 - Kondisi Lain
I

d. Keahlian | Total Nilai

|
e. Keterampilan :Kelas Jabatan

|
|
I
Form 2 DAFTAR PEGAWAI :
MENURUT JABATAN I

1. Jabatan :
:,"" o~ "ah‘/No”mor ﬂl« :
\_/biNama !




GRAND DESIGN APLIKASI E - APARATUR
PERENCANAAN JABATAN/DESAIN ORGANISASI

Perka BKN No. 12
Tahun 2011
Permenpanrb No.33
Tahun 2011
Permendagri No. 35
Tahun 2012

Contoh Aplikasi :

a. Renpegfor untuk

versi BKN

b. Formasi.menpan.g

o.id untuk versi

permenpan

Anjab probolinggo

untuk versi

kemenpan

Anjababk.com

menyediakan

untuk satu aturan

SUDAH DITERAPKAN TAHUN 2016 & 20117

Kepmenpan No. 75
Tahun 2004
Perka BKN No. 19
Tahun 2011 contoh :
aplikasi renpegfor
Permendagri No. 12
Tahun 2008
Permenpanrb No. 26
Tahun 2011
Contoh Aplikasi :
a. Renpegfor untuk
versi BKN
b. Anjababk.com
menyediakan
untuk satu aturan
Abk probolinggo
untuk versi
kemenpan

Perka BKN No. 21
Tahun 2011
2. Permenpan No.
34 Tahun 2011
Contoh Aplikasi
a. anjababk.com

Permenpanrpo NO. 63
Tahun 2011
Faktor — faktor untuk
menentukan tunjangan
kinerja :
Tingkat capaian
pelaksanaan
reformasi birokrasi
Nilai dan Kelas
Jabatan
Indeks Harga Nilai
Jabatan
Faktor
Penyeimbang
Indeks Tunjangan
Kinerja Daerah

PENILAIAN
KINERJA/JABATAN

Contoh aplikasi yang
sudah menerapkan
penilaian kinerja tapi
belum menerapkan
analisis jabatan dan
analisis beban kerja :

1. E-Remunirasi

Kinerja Kota
Bandung

E- Kinerja Kota
Banda Aceh
SKP Online
Jawa Barat

I DALAN TAHAP PENGEMBANGAN TAHUN 2018



. ' 2 L A A
; . D A A [ ] »
Uraian Tugas Kecamatan
Jam | waktu |pegawa
No Unit :Z;tm: b:::; Satuan | beban | kerja | i yang
kerja |efektif|dibutu
hkan
€] menyusun Angearan Kas 240 2| berkas{ 480 720000 0,007
) Mengarahkan, menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk
kelancaran pelaksanaan tugas lingkup Seksi Ekonomi dan Pembangunan
a) Menjabarkan rencana kegiatan menjadi tugas-tugas yang harus dilaksanakan 180 1] kegiatan|  180] 6000] 0,030
b) Mendelegastkan tugas kepada bawahan 60 1] kegiatan! 60| 1500] 0,040
¢| Menghimpun saran dan masukan dari bawahan 60 1| kegiatan|  60] 1500] 0,040
d) Memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan 60 1| kegiatan| 60| 1500] 0,040
¢) Menentukan target waktu penelesaian e 60 1] kegiatan!  60] 1500] 0,040
;. |Meabina bavahan dengancara memoifs unfuk megingkatéan
lingkup Seksi Ekonomi dan Pembangunan || 0 £
) Mengidentifikasi kesulitan yang dialami baWhian \ u: 60| 1| kepiatan]  60/'A3500] 0,040
b| Menganalisis permasalahan dengan atasantintuk medentukan Solusi terbaik 4 i 60 1] kegiatanj  60] 6000] 0,010
¢) Memberikan arahan kepada bawahan terkait permasalahan y Jéhilam o i 60| 1] kegiatan| 60| 6000 0,010
d) Membuat koreksi pada hasil kerja bawahan k) 1| kegiatan)  30] 300 0,100
4 [Membuat telaahan staf sebagai bahan perumusan kebijakan lingkup Seksi Ekonomi dan Pembangunan
a) Menyiapkan bahan pembuatan telaahan staf 60 1] berkas|  60] 6000] 0,010
b) Membuat telaahan staf 120 1| berkas) 120] 6000] 0,020
. |Melakukan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat/instansi
> terkait sesuai tugas dan fungsinya
a) menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi 1200 2| ‘berkas| 2400 6000 0,040
b) melakukan koordinasi dengan instansi terkait 120 2| kegiatan] 240 6000 0,040
¢) melakukan konsultasi dengan instansi terkait 180 6| kegiatan) 1080] 72000] 0,015

Uraian Tugas Organisasi Pemerintah

Daerah (OPD)

A B C D E F G H | J
Kod pegawai
e | Nama Norma | beban v e yang
Jabal jabatan foian fga sk Rt waktn| perja | 00 (P00 | R b
kerja |efektif

tan n
5. Mengarahkan tugas dan mendelegasikan tugas (5.6, Menentukan alternatif penyelesaian pekerjaan
kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum

; ; ; & 4 :

Walikota agar dapat dilaksanakan secara efektif dan 120 4 Chodus 20 900 i
efisien untuk mencapai tujuan dan sasaran
7. Membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan|7.1. Menyiapkan bahan pembuatan telaahan staf 5 | bedad 6ol 6000 0010
7. Membuat telaahan staf bahan perumusan kebijakan|7.2. Membuat telaahan staf 120 f terkesl 120 6000 0020
8. Melakukan hubungan kerja fungsional dengan 8.1. menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan
Permgkat Daerah, Peme@tah Pr‘ovms1 dgn konsultasi 0 o bedasl 430l 6000 0080
Pemerintah Pusat/instansi terkait sesuai tugas dan
fungsinya
8. Melakukan hubungan kerja fungsional dengan 8.2. melakukan koordinasi dengan instansi terkait
Perangkat Daerah, Pemerintah Pgom;ndan 0 4| legiatan] 450 6000 0,080
Pemerintah Pusat/instansi ter?at sesuh tugas dan
fungsinya J
8. Melakukan hubungan kerja ra(
Perangkat Daerah, Pemerintah Fﬁb\ insi daz\ 0 12| kepiaten| 2160] 72000 0030

Pemerintah Pusat/instansi terkait sesuai tugas ( dan

fungsinya

9! g1
9.2.

10. 10.1.
10.2.

i Ml




PETUNJUK PENGISIAN ANALISIS JABATAN DAN
ANALISIS BEBAN KERJA

Analisis Jabatan Analisis Beban Kerja

ANALISIS JABATAN
» KONDISI LINGKUNGAN KERJA|
(DALAM RUANGAN NORMAL)

"No | Aspek | Keterangan
| Dalam Ruangan (%) | 100
| Luar Ruangan (%) 1=
- | Tempatkega | Didalam rangan lAnalisis Beban Kerja
| Suhu | Suhu kamar normal ‘
| Udara | Sirlulasi baik “

= waktu kerja formal untuk menyelesaikan beban
| Keadaan ruangan | Luvas / terbuka / tertutup | kerja dengan pekerjaan yang bersifat harian

| Wilayah | Perkotaan (Catatan: beban kerja dihitung perhari = 300menit)
9. | Lantai | Lantai 1 ‘

0.| Letak | Rata ‘
j;’*’pgnerangm T “Culkup 1 Per Minggu = waktu kerja formal untuk menyelesaikan beban
2. Svara | Tidak berisik j kerja dengan pekerjaan yang bersifat mingguan
3.| Keadaan tempat kerja | Bekerja dengan berkas kertas / bersih (Catatan: beban kerja dihitung perminggu = 1500
4.| Getaran | Tidak ada ‘

L
2.
%
1.
5.
6.

7.
8.

- D

| | o

ot

menit)

» SYARAT JABATAN = waktu kerja formal untuk menyelesaikan beban

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama kerja dengan pekerjaan vang bersifat bulanan
(Catatan: beban kerja dihitung perbulan = 6000

1 Aspek Keterangan menit)

Pangkat, Gol'ruang
Jenjang minimal DIV /S1 : x
Jurusan (jurusan vang terkait dengan bidang pekerjaan) atau Per Tahun = waktu kerja formal untuk menyelesaikan beban

_ bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan kerja dengan pekerjaan yang bersifat tahunan
g;:mm SO F— (Catatan: beban kerja dihitung pertahun = 72000
Pelatihan Teknis menit)
Pengalaman Kerja 3 (lima) tahun dalam bidang .... (vang terkait dengan

Jabatan vang akan diduduki) secara kumulatif,




KODE JABATAN YANG TERINTEGRASI DENGAN

URUSAN UU 23 PP 18 PERMENPANRB NO 25

MODEL JABATAN

Tipe |Kode

Urusan

Sub Urusan/Pemisahan
Urusan

Sekretariat Daerah

A/B/C

001

Sekretariat Daerah

001

Sekretariat Daerah

Sekretariat Dewan

A/B/C

002

Sekretariat Dewan

001

Sekretariat Dewan

3 Inspektorat

A/B/C

003

Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

001

Pengawas
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah

pendidikan;

pendidikan;

[kesehatan;

[kesehatan;

RSUD

RSGM

RSIA

4 Dinas

A/B/C

006

[pekerjaan umum dan penataan ruang;

001

Pekerjaan Umum

Penataan Ruang

Dinas

A/B/C

007

perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

001

perumahan rakyat dan
[kawasan permukiman;

Itetenteraman dan

. etenteraman dan ketertiban umum serta .
Dinas A/B/C erlindungan masyarakat ete}'tlban umum serta
perlindungan masyarakat
4 008 001
4 Dinas A/B/C 009 Losial 001 Sosial

Sosial dan
Penanggulangan
Kemiskinan

tenaga kerja;

tenaga kerja;

Dinas

A/B/C

011

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

001

pemberdayaan
perempuan dan
perlindungan anak;

pangan;

pangan;

pertanahan;

pertanahan;

idmodjab kodejab

101
101.01.
101.01.01.

101.01.01.001.

101.02.
101.02.01.

101.02.01.001.

201
201.01.
201.01.01.

201.01.01.001.

201.02.
201.02.01.

201.02.01.001.

301.

301.01.
301.01.01.
301.01.01.01.

301.01.01.01.001.

301.02.
301.03.
301.04.
401.

nmjab

Kepala Dinas

Sekretaris Dinas

Kepala Sub Bagian

Pelaksana

Kepala Bidang

Kepala Seksi

Pelaksana

Kepala Badan

Sekretaris

Sub Bagian

Pelaksana

Kepala Bidang

Kepala Sub Bidang

Pelaksana

Sekretaris Daerah

Asisten Pemerintahan dan Kesra
Kepala Bagian

Kepala Sub Bagian

Pelaksana

Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Asisten Administrasi Umum dan Kepegawaian
Staf Ahli Walikota

Sekretariat DPRD

initial_jab
Kepala
Sekretariat
Sub Bagian
Pelaksana
Bidang
Seksi
Pelaksana
Kepala
Sekretariat
Sub Bagian
Pelaksana
Bidang
Sub Bidang
Pelaksana
Kepala
Asisten
Bagian
Sub Bagian
Pelaksana
Asisten
Asisten
Asisten

Kepala



CONTOH GRANDFORM

Analisis Jabatan

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
INFORMASI JABATAN

Nama Jabatan

Hepzala Dina: Perhubungzan

Kode Jabatan
04.018.001.4.01.
Unit Kerja

o 02018001 A Dinas Perhubungan

Ikhtisar Jabatan

Jabatan Struktural

Nlelaksanakan :ebazian tuza: dan funs:i kepala daerah dalam ransks penvelenszsaraan pemermtahan dasrah di
bidang perhubungan dengan cara mendelegasikan tuga: kepada bawahan menetapkan :aszaran dan kebijakan teknis,
menszkoordmazikan perumuszan kebijakan bidans perencansan dan pembinzan wan:sportazi, bidang manajemen
transportas: dan parkir, bidang pengendalian dan ketertiban transportaszi, dan bidang sarana dan praszarans wransportasi
sezuai denzan kebijakan daersh.

Uraian Tugas

Analisis Beban Kerja

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
ANALISIS BEBAN KERJA

UnitKena : 04.018.001.A. Dinas Perhubungan
Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan

No | Ursiaz | Peralaau Saraan Wikeu Wikeu Jumlak Pezawai  |Perbiruugan
Tuga: Hail Penyele:sia Kerja Bebax Yaug Jumlak
u Rats-Rata Efeknf Kerja Diburshkas | Keburokan
(menit) (menit) Jabatan Pezawai

4

Uraian Tugas

Uraian Jabatan

Hasil kerja

Hasil kerja

Prestasi kerja

Jumlah | Waktu

Jumliah | Waktu

1 Mlenvelengzarakan
penvuiunan dan
menstapkan rencans
kerja, prozram kerja,
dan anggaran
berdazarkan kebijakan
umum Daersh sebaga:
pedoman palsksanasn
tuzas

a) Mengksaji Vil dan
Nfisa

1 300

1 00

1. Menwvelenszarakan
penvusunan dan
menstapkan rencans
kerja, prozram kerja,
dan angzaran
berdazarkan kebijakan
umum Daersh sebagar
pedoman pelakszanasn
tuzas

b) Nlenjabarkan
rancana stratszis
orzanizazi

Tarkas

Rumgas
ATX

Konelsi
Internar,
Romges
ATX, Sound

1. Menyelenggarakan

c)Mlemetakan peluans

keziatan




KURIKULUM E-APARATUR

Materi
Materi Dasar

Min A Manajemen Sumberdaya Manusia

Teori Organisasi dan Manajemen

Admin . Materi Inti

Konsep Analisis Jabatan
Analisis Jabatan versi BKN No 12 Tahun 2011

Bisnis Proses . .
Analisis Jabatan versi Permenpanrb No 33 Tahun 2011

Analisis Jabatan versi Permendagri No 35 Tahun 2012

Konsep Analisis Beban Kerja

Operator
? Analisis Beban Kerja versi Kepmenpan No 75 Tahun 2004

3. memakai simylasi data Analisis Beban Kerja versi Permendagri No 12 Tahun 2008

—

Analisis Beban Kerja versi Permenpanrb No 26 Tahun 2011

Analisis Beban Kerja versi Perka BKN No 19 Tahun 2011
Penyusunan Laporan Analisis Jabatan

Format Mendagri

Format BKN

Format Menpan

—
o
—
D

Penyusunan Laporan Analisis Beban Kerja
Format Mendagri

Format BKN

Format Menpan

I O NN S N N O < T )
(RO OR S NG O O O

Ekspose Aplikasi e-Aparatur

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

O O O OO MO O O DD

—
o
—
o

Simulasi menggunakan data sample

- 90 Menit
Materi Penunjang
UU No 5 thn 2014
UU No 23 thn 2014
PP 18 thn 2016
Permenpanrb no 25 thn 2016
PP Manaiemen PNSNaoa 11 thn 2017




IMPLEMENTASI DI KOTA BANDUNG

DOKUMEN ANALISIS JABAT «
(ANJAB ) AMATAN CIDADAP
STRUKTURAL TAH KOTA BANDUNG

DOKUMER ANALISIS JABAT A7
(ANJAB ) 1AT/N CIDADAP
STRUKTURAL \il KOTA BANDUNG

'DOKUMEN ANALISIS BEBAN KERIA >0
(ase) “SCAMATAN CIDADAP

PL AINTAH KOTA BANDUNG

\MATAN CIDADAP
PEMERINTAK KOTA BANDUNG

DOKU ANALISIS BEBAN KERJA DOKUMEN ANALISIS JABATAN
(ABK) (ANJAB)
STRUKTURAL STRUKTURAL

BAGIAN PEMERINTAHAN
BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA BANDUNG

PEMERINTAH KOTA BANDUNG




PERSIAPAN YANG HARUS DILAKUKAN OLEH
PEMERINTAH DAERAH

SUPRASTRUKTUR :
berkaitan dengan peraturan2
yang mengatur instansi tersebut

INFRASTRUKTUR :
1. Server

ex perda tentang fungsional
pelaksana, pengangkatan eselon
I1I

2. Jaringan
3. PC (Personal Computer)




APLIKASI INI GRATIS KARENA PENGABDIAN
KEMASYARAKAT DARI UNPAD*

Nomor registrasi HAKI

Hak Cipta dari system informasi analis
jabatan dan analisis beban kerja bernama
elektronik aparatur (e-aparatur) telah
terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan
Intelektual Kementrian Hukum dan Hak
Asasi manusia dengan atas nama PIHAK
PERTAMA dengan nomor pendaftaran
cipta EC00201703852

*)Syarat dan Ketentuan Berlaku

PASAIL 6

PENGAKHIRAN
Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan, karena
waktu Perjanjian telah selesai sebagaimana dimaksud Pasal 4.
atau adanya pengakhiran oleh salah satu pihak dengan
memberitahukan secara tertulis sekurang-kurangnya 6 (enam)
bulan sebelumnya. dan telah mendapatkan persetujuan pihak
lainnya.

PASAL 7
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

«y Hak kekayaan intelektual berupa hak merek dan Hak Cipta
dari sistem informasi analisis jabatan dan analisis beban
kerja bernama elektronik aparatur (e-aparatur) merupakan
milik PIHAK PERTAMA

) Hak Cipta dari system informasi analisi jabatan dan analisis
beban kerja bernama elektronik aparatur (e-aparatur) telah
terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

iz ukum dan Hak Asasai Manusia dengan atas
dengan nomor pendaftaran cipta
EC00201703852
= 2 ckayaan intelektual seperti yang
dimaksud pada ayat (1) harus diketahui dan dizinkan
berupa lisensi penggunaan oleh PIHAK PERTAMA

PASAIL. S
KEADAAN KAHAR/ FORCE MAJEURE
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tidak bertanggung
jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi
Perjanjian ini, baik langsung maupun tidak langsung
dikarenakan oleh keadan Force Majewure. yakni keadaan di
Iuar kendali dan kemampuannya, termasuk namun tidak
terbatas pada keadaan sebagai berikut:
= Gempa bumi, angin topan. banjir, tanah longsor, sambaran
petir, kebakaran. wabah penyakit, dan bencana alam
lainnya;
5. Pemogokan umum. huru-hara, sabotase., perang dan
pemberontakan:
< Kegagalan jaringan komunikasi. kegagalan sumber daya
listrik, dan kegagalan / tidak berfungsinya soffware/
program komputer:

a Adanya Peraturan Pemerintah atau Peraturan Perundang-
undancan rano menvebabkan tidak dapat



SEKIAN
&
TERIMA KASIH



